
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.494, 2014 KPU. PenCalonan. Pemilu Presiden. Wakil 
Presiden. Tahun 2014.  

 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 15 TAHUN 2014 
TENTANG 

PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 
2014; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4924); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5316); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 
2008; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tentang 
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 
2014; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN 
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan umum untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
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3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas melaksanakan Pemilu. 

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh 
selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara 
Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, 
adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di 
kabupaten/kota. 

6. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai 
peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

7. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau 
lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan 
Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

8. Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya 
disebut Bakal Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon peserta 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik 
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. 

9. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut 
Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan. 

10. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 
Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan 
anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang 
bersangkutan. 

Pasal 2 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Pasal 3 
Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman kepada 
asas: 

a. mandiri; 
b. jujur; 

c. adil; 
d. kepastian hukum; 
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e. tertib penyelenggaraan Pemilu; 
f. kepentingan umum; 

g. keterbukaan; 
h. proporsionalitas; 

i. profesionalitas; 

j. akuntabilitas;  
k. efisiensi; dan 

l. efektivitas. 
BAB II 

PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

Pasal 4 
Pengusulan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan 
Partai Politik wajib memenuhi: 
a. persyaratan pencalonan; 

b. persyaratan calon. 
Pasal 5 

(1) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat 
mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan: 

a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah kursi DPR; atau 

b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 
dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR. 

(2) Jumlah minimal kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
diperoleh dari hasil bagi dua puluh per seratus dikali jumlah kursi 
DPR.  

(3) Jumlah minimal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, diperoleh dari hasil bagi dua puluh lima per seratus dikali 
suara sah secara nasional pada Pemilu DPR. 

(4) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas. 

(5) Jumlah perolehan kursi atau suara Partai Politik Peserta Pemilu 
Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditetapkan dalam Keputusan KPU. 
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Pasal 6 
(1) Penentuan Bakal Pasangan Calon Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka 
sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan. 

(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain 
untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal 
Pasangan Calon. 

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 
1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal 
Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang 
dilakukan secara demokratis dan terbuka. 

(4) Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak 
dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
lainnya. 

(5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah 
menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan 
telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat 
menarik dukungannya.  

Pasal 7 
(1) Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: 

a. kesepakatan antar-Partai Politik; 
b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

dan Pasangan Calon. 
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh 
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain 
atau para Ketua Umum dan para Sektretaris Jenderal Gabungan 
Partai Politik atau sebutan lain. 

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh 
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain 
dan Bakal Pasangan Calon. 

Pasal 8 
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus 
mengundurkan diri dari jabatannya. 
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